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Penyuap Lain

PENGUSAHA Nely Mar-

untuk mendapatkan paket

garetha, jadi satu dari lima
orang yang didakwa me-
nyuap Bupati Bengkayang
periode 2016-2021, Suryad-
‘man Gidot sebesar Rp60 juta

pekerjaan Pengadaan Lang-

sung (PL) di Dinas Peker-

jaan Umum dan Penataan
Ruang (PUPR) Kabupaten
Bengkayang.
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"Terdakwa Nely Margaretha
memberikan uang sejumlah<’
‘Rp60 juta kepada Suryadman
Gidot selaku Bupati Bengka-
yang periode 2016-2021 melalui
Aleksius selaku Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang (PUPR) Bengkayang,'
kata Jaksa Penuntut Umum
(JPU) KPK, Joko Suhermanto
di Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin
(16/12). ;

Tujuan pemberian uang itu
agar Suryadman Gidot mela-
lui Aleksius memberikan paket
pekerjaan pengadaan langsung
(PL) pada Dinas PUPR Bengka-
yang, :

Sesuai rapat 30 Agustus
2019, Suryadman meminta ke-
pada Aleksius dan Kepala Di-
nas Pendidikan Agustinus Yan
untuk menyiapkan uang ma-
sing-masing sejumlah Rp500
juta yang berasal dari fee paket-
paket pengerjaan paling lambat
3 September 2019 karena akan
digunakan untuk pengurusan
kasus bantuan keuangan di Ba-
dan Pengelolaan Keuangan dan
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Aset Daerah (BPKAD) Bengka-
yang yang ditangani Direktorat
Tindak Pidana Korupsi Polda
Kalimantan Barat.

Selain itu, Suryadman Gi-
dot juga menyampaikan bahwa
Dinas PUPR akan mendapat-
kan tambahan anggaran se-
jumlah Rp7,5 miliar dan Dinas
Pendidikan akan mendapatkan
tambahan anggaran sejumlah
Rp6 miliar untuk disahkan
oleh DPRD Bengkayang yang
nantinya, akan dipecah men-
jadi beberapa paket pekerjaan
PL sehingga dapat dikumpul-
kan fee dari kontraktor/pengu-
saha yang mengerjakannya.

Menindaklanjuti permin-
taan Suryadman Gidot, Alek-
sius menghubungi beberapa

kontraktor/pengusaha untuk

menawarkan sejumlah paket
pekerjaan PL Dinas PUPR TA
2019 dengan kompensasi fee

sebesar 10 persen dari nilai pa-

ket pekerjaan yang akan diberi-
kan kepada Suryadman Gidot.

Pada 1 September 2019,
Nely ditawari untuk menda-
pat paket pekerjaan dengan

memberikan fee di muka (ijon).
Atas penawaran tersebut Nely
menyatakan kesediaannya dan
mengambil tiga paket peker-
jaan serta bersedia memberi-
kan fee untuk Suryadman Gidot
sejumlah Rp60 juta.

Uang ditransfer ke reke-
ning BCA atas nama Fitri Ju-
lihardi secara bertahap, yaitu
sejumlah Rp20 juta, Rpl5 juta
dan Rp13 juta. Nely pada hari
yang sama juga kembali men-
transfer uang sejumlah Rp12,5
juta ke rekening Bank BNI atas
nama Fitri Julihardi, sehingga
totalnya Rp60,5 juta untuk se-
lanjutnya diserahkan kepada
Suryadman Gidot.

Setelah menerima uang, Fitri
lalu menarik uang tunai sejumlah
Rp60,5 juta kemudian sejumlah
Rp60 juta dibawa ke Pontianak
untuk diserahkan kepada Sur-
yadman Gidot melalui Aleksius
dan sisanya sejumlah Rp500 ribu,

- digunakan sebagai ongkos perja-

lanan Fitri Julihardi.

Setelah pemberian uang fee
dari Nely kepada Suryadman
melalui Aleksius dan Fitri, ada

juga pemberian uang fee dari
beberapa pengusaha lain ya-
itu Rodi, Bun Si Fat alias Alut,
Yosef alias Ateng dan Pandus
sejumlah Rp280 juta, sehingga
total pemberian uang fee untuk
Suryadmian Gidot seluruhnya
Rp340 juta.

Atas perbuatannya, Nely
Margaretha didakwa diubah
dengan UU No 20 tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi juncto Pasal 55
ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat
1 KUHP.

Pasal itu yang mengatur
mengenai orang yang memberi
sesuatu kepada pegawai negeri
atau penyelenggara negara
dengan maksud supaya pega-
wai negeri atau penyelenggara
negara tersebut berbuat atau
tidak berbuat sesuatu dalam
jabatannya, yang bertentangan
dengan kewajibannya dengan
ancaman hukuman minimal
satu tahun penjara dan mak-
simal lima tahun penjara dan
denda paling sedikit Rp50 juta
dan paling banyak Rp250 juta.
(ant/bls)
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